
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1120, 2017 KEMTAN. Pembebasan Biaya Perjalanan Dinas.  

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

      NOMOR 28/PERMENTAN/KU.030/8/2017 

TENTANG 

PEMBEBASAN BIAYA PERJALANAN DINAS TERHADAP JENIS PENERIMAAN 

NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT DAN 

MESIN PERTANIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 

pada Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Pembebasan Biaya Perjalanan 

Dinas terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa 

Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3478); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3687); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4405); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5170); 

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5613); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5619); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3760); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat 

dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat 

dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5296); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5918); 

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ 

OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian 

dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya 

Tanaman; 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/ 

OT.140/12/2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan 

Kesehatan Hewan; 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ 

OT.140/4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 698); 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/ 

OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk 

Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/ 

PP.140/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/ 

2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang 

Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1670); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBEBASAN 

BIAYA PERJALANAN DINAS TERHADAP JENIS PENERIMAAN 

NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA PENGUJIAN DAN 

SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya 

disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah 

Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut   

Perjalanan  Dinas   adalah   perjalanan ke luar tempat  

kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik 

Indonesia untuk kepentingan Negara. 

3. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut 

Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan 

motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk 
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kegiatan budidaya tanaman dan/atau peternakan dan 

kesehatan hewan. 

4. Pengujian Alsintan yang selanjutnya disebut Pengujian 

adalah rangkaian kegiatan uji yang dilakukan oleh 

lembaga uji Alsintan terhadap prototipe Alsintan yang 

diproduksi di dalam negeri. 

5. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian 

kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan 

tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal 

telah memenuhi standar dan/atau regulasi. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar 

pelaksanaan pembebasan biaya Perjalanan Dinas terhadap 

jenis PNBP dalam pelayanan Pengujian dan Sertifikasi 

Alsintan, dengan tujuan untuk kelancaran dalam pelayanan 

Pengujian dan Sertifikasi Alsintan yang diproduksi oleh usaha 

mikro dan kecil. 

 

BAB II 

KRITERIA, SYARAT, DAN TATA CARA 

 

Bagian Kesatu 

Kriteria 

 

Pasal 3 

(1) Perseorangan atau badan usaha dapat dibebaskan dari 

biaya Perjalanan Dinas terhadap jenis PNBP berupa 

Pengujian dan Sertifikasi Alsintan. 

(2) Perseorangan atau badan usaha yang dibebaskan dari 

biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus memenuhi kriteria skala usaha mikro dan kecil. 

 

   Pasal 4 

Skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut: 

a. skala usaha mikro: 

www.peraturan.go.id



2017, No. 1120 -6- 

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak             

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2. memiliki hasil penjualan paling banyak                    

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

b. skala usaha kecil: 

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari                  

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih               dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta                         

rupiah) sampai dengan paling banyak                          

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah). 

 

Bagian Kedua 

Syarat 

 

Pasal 5 

Perseorangan atau badan usaha dengan skala usaha 

mikro dan kecil dapat dibebaskan dari biaya Perjalanan 

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus 

memenuhi persyaratan terdaftar sebagai binaan dari dinas 

daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 

 

Pasal 6 

Terdaftar sebagai binaan dari dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dibuktikan dengan surat 

keterangan.  
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Bagian Ketiga 

Tata Cara 

 

Pasal 7 

(1) Untuk dapat dibebaskan dari biaya Perjalanan Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perseorangan atau 

badan usaha dengan skala usaha mikro dan kecil 

mengajukan permohonan Pengujian kepada lembaga uji 

atau Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Produk             

(LS Pro) Kementerian Pertanian. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.  

 

Pasal 8 

Lembaga uji dan LS Pro setelah menerima permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan verifikasi 

mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

 

Pasal 9 

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dan persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5, pemohon dibebaskan dari biaya Perjalanan 

Dinas. 

(2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) Kementerian Pertanian. 

(3) Ketentuan pembebasan biaya Perjalanan Dinas bagi usaha 

mikro dan kecil, tidak membebaskan dari tarif PNBP.  

 

Pasal 10 

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 dan Pasal 6, dalam pembebasan biaya Perjalanan 

Dinas mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada 

satuan kerja. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 11 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Agustus 2017 

 

MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

AMRAN SULAIMAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Agustus 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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